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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKN]S DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] TEMANGGUNG

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22Ta-
hun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan
Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Lembaga Teknis Daerah
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan dan
kebutuhan

bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah perlu diben-
tuk Lembaga Teknis Daerah

bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jada Tengah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 19gg tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor T2,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952)
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

organisasiPerangkatDaerah(LembaranNegaraTahun2000
No. 165 ) ;

6. Keputusan Presiden NOmor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusun-

an Peraturan I Perundang-undangan dan bentuk perundang-undang-

an,Rancangan'PeraturanPemerintahdanRancanganKeputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

Dengan Persetujuan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

MCNCTAPKAN : PERATUMN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG

PEMBENTUKANLEMBAGATEKNISDAERAHKABUPATENTE.
MANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten'Temanggung

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung

c. Buiati adalah BupatiTemanggung

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pemrakitan Rakyat Daerah

Kabupaten Temanggung

e. Lembaga Teknis daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten TemanggunE

,n"*p,k"nunsurPerangkatDaerahyangmenyelenggarakantugastertentudalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah'

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Te-

mafiggung Yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Pengawas;
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3. Kantor Perhubungan;

4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

5 Kantor Kesatuan Bangsa dan pertindungan Masyarakat ;

6. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ;

7 Kantor Pengelolaan Pasar i

8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ,

9. Kantor Arsip Daerah ;

10. Kantor Perpustakaan Daerah ;

11. Kantor pariwisata dan Kebudayaan ;

'12. Kantor Pendidikan Agama lslam.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasa! 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang peme-

rintah Kabupaten;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh qeorang Kepata yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah
ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan rutin
Daerah;

b Pembinaan umum dan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan
perencanaan rutin daerah ;

c.' Koordinasi dan. perencanaan diantara lembaga-lembaga perangkat daerah ;

d. Penelitian dan peningkatan mengenai penyelenggaraan pemerintah untuk kepen-
tingan perencanaan ;

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah ;
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f. penyelenggaraan Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :

a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum

c. Bidang Pendataan dan Laporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang PengumPulan Data

2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi

3. Sub Bidang PelaPoran

4. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi

d. Bidang Ekonomi, terdiiridari :

1. Sub Bidang Pertanian

2. Sub Bidang lndustri perdagangan dan Energi

3. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi

4. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan Menta] Spirituatdan Pemerintahan

2. Sub Bidang Kesejahteraan Ral<yat

3. Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi

4. Sub Bidang KePendudukan

f. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiridari :

1. Sub Bidang Pengairan

2. Sub Bidang Perhubungan Pariwisata

3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah

4, Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiridari:

1. Sub Bidang Perijinan dan Pelayanan

2. Sub Bidang EksPlorasi

3. Sub Bidang SosialEkonomi
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ter-

cantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 7
(1) Badan Pengawas merupakan unsur Penunjang pemerintah Kabupaten ;

(2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan ber-
tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal I 
\

Badan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam
pengawasan umum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah,
pe.mbangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini
Badan Pengawas mempunyai tugas:
a. Perancanaan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan ;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang pengawasan ;

c. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ke-
masyarakatan ;

d. Penelitian, pengkajian, pengawasan serta penanganan atas penytmpangan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah
dan melaporkan hasilnya kepada Bupati ;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ;

f. Penyelenggaraan tata usaha Badan Pengawas.

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Badan Pengawas, meliputi :

a. Kepala ;

b. Sekreta+iat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan
2. Sub Bidang Keuangan
3. Sub Bidang Urnum

c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari .

1 Sub Bidang Pemerintah Daerah ,

2 Sub Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan
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d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

. 1. Sub Bidang Sektor Pertanian dan lndustri
' 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata

e. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama '

2. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan

f. Bidang Aparatur, terdiridari:
1. Sub Bidang.Aparatur dan Administrasi Kepegawaian

2. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban
g. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1. Sub Bldang Pajakdan RetribusiDaerah
2. Sub Bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran ll

Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kantor Perhubungan

Pasal 11

(1) Kantor Perhubungan merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten;

(2) Kantor Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Kantor Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah

dalam bidang perhubungan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah

ini Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam

bidang perhubungan;

c. Pengelolaan per'tjinan dibidang perhubungan;

d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran

informasi dibidang perhubungan;

e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas*tugas bidang perhubungan

f. Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap lingkup Kantor Perhubungan
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g. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Perhubungan.

Pasal 14

(1) Struktur Organisasi Kantor Perhubungqn meliputi :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Lalu Lintas;
d. Seksi Angkutan;
e. Seksi Pos dan Tetekomunikasi;
f. Seksi Pengendalian OperasionalTerminal;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran
lll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pera-
turan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 15

(1 ) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah
Kabupaten;

(2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan "

kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan
masa la h.masalah kemasyarakatan.

untrx runf"tenssararan,rn"" 
".o"fl,",,li;ll;rn"uo 

p"'"r ro purrtur"n Daerah
ini Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsl :

a. Perumusan Kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas Masyarakat Desa dan
penanganan masqlah-masalah kemasyarakatan;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan
penanganan masalah-masalah kemasyarakatan;
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Koordinasi daram meraksanakan tugas-tugas pemberdayaan Masyarakat Desa

dan penanganan masalah-masalah Kemasyarakatan:

Penelitian dan pengkajian bidang Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

penanganan masalah-masalah Kemasyarakatan'

MonitoringdanEvaluasiterhadappelaksana,antugas-tugasdibidangPember-
dayaan MasyaraXat Desa dan penanganan masalah-masalah Kemasyarakatan;

Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa'

Pasal 18

(1) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

a. KePala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Ketahanan MasYarakat;

d SeksisosialBudaYa MasYarakat;

e seksi Usaha Ekonomi MasYarakat;

f. Seksi Sumber Daya Atam dan Teknologi Tepat Guna;

g. KelomPok Jabatan Fungsional'

(2)BaganOrganisasiKantorPemberdayaanMasyarakatDesasebagaimanatercan-
tumdalamlampiranlVPeraturanDaerahini,danmerupakanbagianyangtak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Bagian Kelima

KantorKesatuanBangsadanPerlindunganMasyarakat
Pasal 19

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adatah merupakan unsur

penuniang Pemerintah KabuPaten

(2)Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oteh Seorang

Kepala yang berada OlOawan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.
Pasal 20

KantorKesatuanBangsadanPerlindunganMasyarakatmempunyaitugas
menyelenggarakan i<ewJnangan Daerah dalam dibidang Kantor Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masyarakat
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Pasal 24

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan

kewenangan daerah dalam bidang Catatan Sipil dan Kependudukan.

' Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal24 Peraturan Daerah

ini Kantor Catatan Sipitdan Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang Catatan Sipil dan Kependudukan;

b. Pembinaan umum dan tehnis dalam bidang Catatan Sipil dan Kependudukan;

c. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran

informasi Bidang Catatan Sipil dan Kependudukan;

d. Monitoring dan Evaluasiterhadap pelaksanaan tugas-tugas Bidang Catatan Sipil

dan Kependudukan;

e. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Pasal 26

(1) StruKur Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan meliputi :

a- Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Administrasi Kependudukan;

d. SeksiPelayanan Catatan SiPil;

e. SeksiData dan Pelaporan;

f, Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana tercan-

tum dalam lampiran Vl Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 27

(1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;

(2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oteh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah.
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Pasal 28

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan
dibidang Pengelolaan Pasar.

pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah
ini Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

a, Perumusan kebiiakan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan pasar,

b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang pengelolaan pasar;

c. Koordinasi diantara lembagalembaga perangkat daerah dalam bidang pengelo-
laan Pasar;

d. Penelitian dan Pengkajian bidang Pengelolaan pasar;

e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengelolaan
Pasar

f. Penyelenggaraan tata usaha Kantor pengelolaan pasar.

Pasal 30

(1) StruKur Organisasi Kantor Pengelolaan pasar meliputi .

a. Kepala;
b Sub Bagian Tata Usaha;
c Seksi Pendapatan;
d Seksi Pembukuan:
e Seksi Ketertiban dan Kebersihan:
f Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organrsasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lam-
prran Vll Peraturan Daerah rni. dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

Bagian Xedelapan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 31

(1)Kantor satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang pemerintah
Kabupaten:

(2) Kantor satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada
dibawah dan bertinggung jawab.kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
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Pasal 32

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan tugas

Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32, Peraturan Daerah

ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyaifungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas ketentraman dan

ketertiban umum;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;

c. Koordinasi diantara lembaga-lembaga perangkat daerah dalam bidang keten-

traman dan ketertiban umum

d. Penelitian dan Pengkajian bidang ketentraman dan ketertiban umum;

e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang ketentraman

dan ketertiban umum;

f. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Kantor Satuan Potisi PamonS Praja meliputi:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

d. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;

e. SeksiOperasi Penertiban

f. Regu
(2) Bagan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum

dalam lampiranVlllPeraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yangtakterpisah-

kan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Arsip Daerah

Pasal 35

(1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;

(2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Arsip Daerah mempunyaitugas menyelenggarakan tugas dibidang Kearsipan

dilingkungan Pemerintah Daerah.
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Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah
ini Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam bidang Kearsipan;

b. Pengolahan arsip in-aktif Daerah;

c. Pembinaan Kearsipan terhadap lembaga-lembaga perangkat Daerah ,

d. Penilaian dan penyerahan Arsip Statis kepada Arsip Nasional;

e. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Arsip Daerah

Pasal 38

(1) Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah meliputi .

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Program dan Evaluasi;
d. Seksi Pengelolaan Arsip;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran

lX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pera-
turan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 39

(1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten

(2) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepata yang berada dtbavrah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 40

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas

dibidang Perpustakaan Daerah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah

ini Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan Daerah;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang perpustakaan

c. Penyelenggaraan pelayanan umum;
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d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perpustakaan

e. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Perpustakaan Daerah.

Pasal 42

(1) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah meliputi :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Akuisisi;

d. SeksiPengelolaan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam

lampiran X Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal {l

(1)Kantor Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Pemerintah

Kabupaten;

(2)Kantor Pariwisata dan Kehtdayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan

Kewenangan Daerah dalam bidang Kepariwisataan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pdal44 Peraturan Daerah

ini, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyaifungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepariwisataan;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan Kewenangan Daerah dalam

bidang kepariwisataan;

c. Pengelolaan perijinan dibidang kepariwisataan

d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran

informasi dibida ng kepariwisataan;
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e Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepariwisataan;

f. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 46

(1) Struktur Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :

a. Kepala;
b.. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;

d. Seksi Sarana Pariwisata;
e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;

f. Seksi Kebudayaan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum

dalam lampiran Xl Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang takterpisah-

kan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Kantor Pendidikan Agama lslam

' a Pasal 47

(1) Kantor Pendidikan Agama lslam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabu-

paten

(2) Kantor Pendidikan Agama lslam dipimpin oleh seorang kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Kantor Pendidikan Agama lslam mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan

Daerah dalam bidang Pendidikan Agama lslam.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48 Peraturan Daerah

ini Kantor Pendidikan Agama lslam mempunyai fungsi .

a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikan Agama lslam pada Seko-

lah Umum, Perguruan Agama lslam, Madin dan Pondok Pesantren ;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan Kewenangan Daerah di

Bidang Pendidikan Agama lslam;

c. Pengelolaan perijinan penyelenggaraan Pendidikan lslam

d. Pelayanan teknis dan administratif dibidang ketenagaan, sarana, prasarana dan

keuangan pada semua unsur dalam lingkup Kantor Pendidikan Agama lslam
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e. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pendidikan Agama lslam;

f Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pendidikan Agama
lslam

g. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Pendidikan Agama lslam.

Pasal 50

(1) Strul<tur Organisasi Kantor Pendidikan Agama lslam meliputi :

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. SeksiRtuBA/Ml;
d. Seksi MTs dan MA;

e. SeksiPembinaan Agama Sekolah Umum

f. Seksi Madin dan Pondok Pesantren.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Pendidikan Agama lslam sebagaimana tercantum dalam

lampiran Xll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi

1 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat llTemanggung Nomor1 Tahun 1988

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tataker.;a Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung ;
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomorl7 Tahun
1994 tentang Organisasi dan Tatekerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung.

3 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 14 A Tahun
1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pemba-
ngunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 15 Tahun
1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten
Daerah Tingkat ll Temanggung.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 12 Tahun
1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat llTemanggung.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di
Pada tanggal

Temanggung
23 -12 - 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkandi Temanggung
Pada Tanggal 23 Desember2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OOO NOMOR 22
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 12 TAHUN 20oo

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat
Daerah. Dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 22 fahun 1999 dinyatakan
bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Seketariat Daerah, Dinas Daerah dan Lem-
baga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang
mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai
karaKer dan sifat yang sejenis dan saling berkailan serta pekerjaan yang memer-
lukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Pera-
turan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 2
Cukup Jelas

Angka 1 Cukup Jelas
Angka 2 Badan Pengawas adalah perubah-
an Nomenklatur dari lnspeKorat Wilayah
Kabupaten ;

Angka 3 KantorPerhubungan adalah penrbah-
an Nomenklatur dari Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
Angka 4 Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Desa adalah perubahan Nomenklatur dari

Pembangunan Masyarakat Desa;
Angka 5 Cukup Jelas
Angka 6 Kantor Catatan Sipil dan Kependu-
dukan adalah Penggabungan dari Kantor
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Catatan Sipil dan Sub Bagian Kependudukan
Bagian Tata Pemerintahan.

- Angka 7 s/d 10 Cukup Jelas
- Angka 11 Kantbr: Pariwisata dan Kebudaya-

an adalab,Pdngg?bdnOan (ari Dinas Pariwi-
sata dan Seksi Kebudayaan pada Kantor
Departemen Pendidikan Nasional .

-' Angka 12 Cukup Jelas

Pasal 3 sld55 : , Cukup Jelas
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BAGAN ORGANISASI
I}ADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAII
KABUPATEN TEMANGGLTNG

nm
IUE

Lanrr,ian I : Peraturan Dacrah Kabupaten Temanggung
Nemor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lcnrbaga Teknis Daerah
Kabupatcn Temanggung

t-
Bidang

Ekonomi

Sub Bidang Irrduisri
Pertambangan

dan Energi

Sub Bid. Pendidikan
Menta.l Spirin:al

dan Pemerintahan

Sub Bidang
Pengairan

Sub Bidang
" Perijinan dan

Pel ay an an

Subag Penyusunau
Rencana Kegiatan.

Bidang
Pendataan dan

Lapcran

Bidang
Penelitian dan
Pengembangan

Sub Bidang
Analisa

dan Evaluasi

Sub Bidang
Perhubungan

Pariwisata

Sub Bidang
Ekpl orasi

Sub Bidang
Tata Ruang dan

Tata Guna Tanah

Sub Bidang
Pelqporan

Sub Bidang
Statistik cian
Dokumentasi

Sub Bidang
Sumber Alam dan
Lingkungan Hidup

Sub Bidang
I)ertanian



BADAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS

TEMANGGUNG

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor: 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung

Sub Bagian
Umum

Sub Bagian
Keuangan

Bidang
Pemerintahan

Sub tsidang
Kesehatan dan
Kepcqdudukan

Sub Bidang
Aparatur dan
Administrasi

Sub Bidang
Ketentraman dan

KEg:rtiban

6(n

Kelompok
Jabatan Fungsional

IJ
m

Bidang
Kesejahteraan

Sosial

Bidang
Pendapatan

Sub Bidang
Pendidikan, Kebu

dayaan dan Agama

Sub Bidang
Pajak dan

Retribusi Daerah



ao BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERIIUBUNGAN

KABUPATEN TEMANGGLING

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung

Kelorrrpok
Jai:aian Fungsion:il

lli !tiit::
r-":. _ li [=,.=,,.,,,i:

--1.liili:Irriit*-*Jt;: J
Seksi

Pensendalian
OperasiSnat Terminal
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Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentrkan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung

Seksi
Sosial Budaya

Masyarakat

Seksi
Sumber Daya AIam dan
Teknologi Tepat Guna

Kepala

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi
Ketahanan
Masyarakat

Seksi
Usaha Ekonomi

Masyarakat

Kelompok
Jabatan Fungsional

mm
mm
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Lampiran V : Peraruran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2oo0 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaterr Temanggung

Seksi
Perlindungan
Masyarakat

Kepala

Seksi
Ketahanan

Bangsa

Srib Bagian
'l'ata Usaha

Kelonrpok
Jabatan Funesiungsional

T---- - i,
lflli1L***#.i
f-ht[1lfi

Penanganan Masalah
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BAGAN ORGANISASI
KANTORCATATAN SIPIL
DAN KEPENDUDUKAN

KAB UPATEN TEMA]\IGGUNG

Lampiran VI : Peranrran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor i 12 Tahun 2000 tentang

Pembenhrkan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Temanggung

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi
Administrasi

Kependudukan

00
\o

Seksi
Pelayanan

Catatan Sipil

Kclontpok
Jabatan Fungsional

mm
mm

A,-%9



\o
BAGAN ORGANI$ASI

KANTOR PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

r rPUN 
I

rngsional Ir-llrJl
r---l I
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Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor: 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah

, KabuPaten Temanggung 
_

Seksi
Pembukuan

Seksi
Ketertiban dan

Kebersihan



BAGAN ORGA}IISASI
KANTORSATPOL PP

KABTJPATEN TEMA

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung

r- --;il__--[i, Ketentrarnan dan l,
I Ketertiban li,

\o

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi
Pengamanan dan

Pengawalan

Seksi
Operasi Penertiban

Q,re



N)
BAGAN ORGANISASI

KANTOR ARSIP DAERAII
KABLIPATEN TEMAN

Lampiran lX : Peraturan Daerah Kabupaten Tcmanggung
Nomor: 12 Tahun 2000 tentang
Pernbentukan Lembaga Teknis Daerali
Kabupaten Temanggung

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi
Pengelolaan Arsip

Kepala

mm Program dan Evaluasi



Lampiron X : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung' Nomor: l2 Tahun 2000 teliang
Pembentukan Lernbaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung
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5 Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor: 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung

_l_*__
Kclornpok 

I

.labatan Frrnqsionnl i

i :ii
il: ' i:; !I' iiL' i1 i li I

:i:::::::::::i::1::j "Irni::.:xr-J.j: I

i----- ;f---'r: i' liL l.i I

h.:1
' tiL l.! L

lii l:i I

lli t,; I

I lii [: I, ,, t,:l

Seksi

Kebudayaan



Lrmpiran ill : Ponlurrn Dnotah Knbupaton Tomanggung
Nomor: 12 ' Tahun 2000 tentang
Pembontukan Lembaga Teknis Daernh
Kabupaten TemanggungBAGAN ORGANISASI

R PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kelompok
Jabatan Fungsional

Itit**j
Ititat#

\o
UI

Kepala

Seksi
Pcrnbinaan Agama

Sekolah Umum

Seksi
RA/BA/MI

e.% RDJONO


